BAB I
TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA DI HADAPAN APARAT DESA

A. Penggolongan ”’l“indak-tindak Pidana

Berbicara tentang penggolongan tindak-tindak pidana harus dimulai
dengan materi persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini
kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau kriteria untuk membedakan suatu
golongan tindak pidana dari golongan lain.

Menurut Prof Dr. Wirono Prodjodikoro, SH dalam bukunya
Azaz-azaz Hukum Pidana di Indonesia, mengemukakan bahwa suatu tindak
pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu
hu‘l;um perdata, hukum ketata-negaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang
oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Maka sifat yang bersama ada dalam tiap tindak pidana ialah sifat
melanggar hukum (wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid). Tidak ada suatu

tindak pidana tampa sifat melanggar hukum (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro,

SH, 1986 : 1).

1. Sifat Melanggar Hukum
Dalam beberapa pasal ketentuan hukum pidana (Strafbepaling)
disebutkan sebagai salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana
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tertentu : Wederrechtelijkheid atau sifat melanggar hukum. Adakalanya
dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama
mengenai suatu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya dalam tindak
pidana pencurian oleh pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain harus dengan tujuan
(oogmerk) untuk memiliki barang itu dengan melanggar hukum.

Penyebutan sifat melanggar hukum dalam pasal tersebut
menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum, yaitu :
a. bertentangan dengan hukum (obyektif)

b. bertentangan dengan hak (subyektif ) orang lain
c. tanpa hak.

Menurut Mr. T. J. Noyon dalam bukunya Het Wethoek van
Strafrecht cetakan V yang dikegjakan (bewerk) oleh Prof. Mr. G. E
Langemeyer, Jilid T halaman 7 noot ke - 2, pendapat pertama dianut oleh
Simons, Zevenbergen dan Pompe;, pendapat kedua oleh Noyon dalam
cetakan IV ; pendapat ketiga dianut oleh Hoge Raad Belanda, tetapt menurut
Langemeyer sebetulnya tidak.

Langemeyer dalam noot tersebut juga menceritakan, bahwa menurut
Van Hammel, praktis tidak ada perbedaan antara ketiga pendapat itu. Dan
menurut Mr. J. Riphagen perkataan wederrechtelijk tidak perlu selalu
diartikan sama, tapi dalam suatu pasal tertentu harus diartikan lain dari pada

dalam pasal lain tertentu.
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Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbedaan antara
ketiga pendapat ini jelas ada. Apabila suatu perbedaan bertentangan dengan
suatu peraturan hukum tertentu (obyektif), belum tentu dengan perbuatan itu
terlanggar suatu hak (subyektif) orang lain, misalnya apabila peraturan
hukum yang terlanggar itu mengenai tata tertib, tanpa tﬂepyinggung hak
orang.

Mengenai arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum dapat dikatakan
bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu
perbuatan, yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.
Bahwa istilah melanggar hukum dalam suatu pasal harus diartikan dari dalam
pasal lain, seperti yang dikemukakan oleh Riphagen, mungkin saja. Ini
praktis bergantung kepada apa yang dibayangkan oleh pembentuk
undang-undang dan kepada apa yang dirasakan oleh para pelaksana hukum
sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu (Prof. Dr. Wirjono

Prodjodikoro,SH, 1986 : 1-2).

. Penggolongan Tindak-tindak Pidana oleh KUHP
Kitab Undang-undang Hukum Pidana membagi semua tindak pidana,
baik yang termuat didalam maupun diluarnya, menjadi dua golongan besar,
yaitu kejahatan (misdrijven) yang termuat dalam buku 11, dan pelanggaran

(overtredingen ) yang termuat dalam buku I KUHP (1986 : 4).
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Menurut M v. T. (Smidt T halaman 63 dst), pembagian atas dua jenis tadi

didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah
rechtdelicten yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan
dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai
onrecht yaitu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, seperti
penipuan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan sebagainya.
Pelanggaran sebaliknya adalah wesdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang
sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang
menentukan demikian, seperti pelanggaran aturan lalu-lintas dan lain
sebagainya (Prof. Moeljatno, SH, 1993 : 71).

Menurut Prof. Mr. J. M. Van Bemmelen, Hand-en Leer-boek van
het Nederlandse Strafrecht Jilid 11 halaman 7, diantara para penulis hampir
merata suatu pendapat bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak
pidana tersebut tidak bersifat kualitatif, yaitu kejahatan yang pada umumnya
diancam dengan hukuman lebih berat dari pelanggaran, dan int nampaknya
didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.

Penggolongan ini praktis penting karena dalam Buku T Kitab
Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa ketentuan yang hanya berlaku
bagi kejahatan, misalnya percobaan (poging) dan pesertaan (deelneming).

Justru karena perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini

adalah kuantitatif maka diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, harus
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ditegaskan apakah tindak pidana itu masuk golongan kejahatan atau

pelanggaran (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, 1986 : 4).

3. Penggolongan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana diartikan dengan
perkataan jarimah yang didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai
berikut : Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan
atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan
hukuman had atau ta'zir.

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa Imam Al-Mawardi memasukan
gishash dan diyat ke dalam tindak pidana hudud, sekalipun para ulama yang
lain membedakannya, diantara ulama dewasa ini yang sependapat dengan
pendapat Imam Al- Mawardi adalah 'Abd al-'Aziz Amir. Ta beralasan bahwa
qishash dan diyat itu sama-sama ditentukan sebagai jarimah dan
hukumannya ditentukan oleh Al-Qur'aft dan Al-Hadits.

Jarimah itu memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum
jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, yang
terdiri atas : unsur formal (al-RzQIm al-Syar'i), yakni telah ada aturannya ;
(al-Rukn al-Madi), yakni telah ada perbuatannya ; dan (al-Rukn al-Adabiy),
yakni telah ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika

memenuhi ketiga unsur (umum) ini.
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Uns_ur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah,
namun tidak terdapat pada jarimah lain. Sebagai contoh, mengambil harta
orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian atau
menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam jarimah
pembunuhan.

Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat
dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau
Al-Hadits atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

a. Jarimah hudud, meliputi : perzinaan, qadzaf, minum khamar, pencurian,
perampokan, pemberontakan dan murtad.

b. Jarimah qishash/diyat, meliputi : pembunuhan sengaja/semi sengaja,
pembunuhan karena kesalahan dan pelukaan sengaja/semi sengaja.

¢. Jarimah ta'zir, terbagi menjadi tiga bagian :

- Jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi
syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan
pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian di kalangan keluarga,
pencurian aliran listrik.

- Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur;an dan Al-Hadits, namun
tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak

melaksanakan agama dan menghina agama.
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- Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amn untuk

kemaslahatan umum misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu-lintas

(Prof. Drs. H. A Djazuli, 1996 : 11 - 14).

4. Macam-macam Tindak Pidana Kejahatan
Berbagai macam tindak pidana kejahatan yang diterangkan dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, diantaranya

pencurian dan perzinaan.

Pencurian

Tindak pidana ini oleh pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana dirumuskan sebagai : mengambil barang seluruhnya atau
sebagiannya milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara
melanggar hukum.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut :

Mengambil' barang. Perbuatan mengambil barang dalam arti memegang

barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.

Barang yang diambil, yaitu barang berharga yang bisa merugikan kekayaan

si korban.

Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum.

Wujud perbuatan memiliki barang, seperti menjual, menyerahkan,

meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat
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negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak

mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa

persetujuannya (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, 1986 : 14- 18).
Tindak pidana pencurian dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 362 :

Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan

melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara
selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu

rupiah (B Sugandhi, SH, 1981 : 376)

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pencurian dani segi
hukumannya dibagi dua, yaitu:

- Pencurian yang diancam dengan hukuman had, yang dibagi menjadi dua :
sarigah sughra (pencurian kecil/biasa), yaitu pengambilan barang orang
lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.

- Pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir, yang dibagi menjadi
dua : pencurian yang diancam dengan had, namun tidak memenuht
syarat karena ada subhat (seperti mengambil harta milik anak sendirt
atau harta bersama) ; dan mengambil harta dengan sepengetahuan
pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan (misalnya mengambil
jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan
pemiliknya dan membawa lari atau menggelapkan uang titipan)

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, 1986 : 71-72).
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Dalam hal sanksi pencurian, Allah Swt. telah menegaskan dalam

surat Al-Maidah 38 :
LSl 6 ool Loadadls 35,0ty O, Ll
F‘g};g};f Adly 4D atHES

"I aki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa

lagi Maha Bijaksana" (Depag RI, 1985 : 165).

Dan sebagaimana Rasulullah Saw. telah bersabda :

Bl ATt 6 slm SAe G Ao
thaaid Jefilow s b phailh A Sl Gy

o

-

"Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. sabdanya : "Allah
mengutuki pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu dipotong
tangannya dan pencuri seutas tali, lalu dipotong tangannya”
(Terjemah Shahih Bukhari, Juz IV, 1992 : 95).

Perzinaan

Tindak pidana perzinaan (overspel, adultery), dimuat dalam pasal

284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menegaskan :

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan :
ke-1 : a. orang laki-laki yang sudah kawin, yang melakukan zina,
sedang diketahui, bahwa pasal 27 Burgerlijk Wethoek

berlaku baginya
b. orang perempuan yang sudah kawin yang melakukan zina
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ke-2 : a. orang laki-laki yang turut melakukan zina itu, sedang
diketahui, bahwa yang turut bersalah sudah bersuami
b. orang perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan
zina itu, sedang diketahui bahwa yang turut bersalah sudah
beristeri dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan suami/isteri yang
terhina dan dalam bagi suami/isteri berlaku pasal 27 BW jika dalam
tempo tiga bulan sesudah pengaduan ini ia memasukkan gugatan untuk
bercerai atau agar dibebaskan dari kewajiban berdiam bersama oleh
karena itu juga.

(3) Atas pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.

(4) Pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di muka
pengadilan belum dimulai.

(5) Jika atas suamilisteri itu berlaku pasal 27 BW, maka pengaduan itu
tidak diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian
atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka dari kewajiban
berdiam bersama menjadi tetap (Prof. Dr. Wigjono Prodjodikoro, SH,
1986 : 115-116).

Menurut hukum pidana Islam, ulama Malikiyah mendefinisikan zina
itu dengan me-wathi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita
yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'yah
mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang
haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana
Islam jauh berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum pidana
Islam setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang
dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum
berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan

rela sama rela jadi tetap merupakan tindak pidana.
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Dasar keharaman zina dalam syari'at Islam adalah firman Allah dalam
surat Al-Isra' 32 :
f'\..a-*{_g“ ‘L_»;-»\:ﬁ\_____')( A\ va\ \_9‘9}5‘?5
M

- 0

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”
(Depag RI, 1985 : 429).

Kemudian datang sanksi lain yaitu dijilid seratus kali. Allah Swt.

berfirman dalam surat An-Nuur 2 ¢

A3l laga Jols Vo ld 3051 A S,
o\ A sy ;\;Lb\-&-{g-}“’tjj 2

-

Do dicinds PELagll BV SowsaS

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah
belas kasihan kepada keduanya mencegah  kamu  untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaarn) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (Depag R1,
1985 : 543).
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B. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia

1. Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang
dapat mengganggu langsung terhadap ketertiban masyarakat umum.
Sehingga terhadap si pelakunya dapat dikenakan hukuman atau tindakan
tertentu menurut peraturan perundang-undangan hukum pidana. Maka hal
itu merupakan perkara pidana, yang memerlukan proses penyelesaiannya
hingga si pelaku dikenakan sanksi atau tindakan tertentu.

Hukum acara pidana mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum
pidana, mulai dari timbulnya persangkaan adanya suatu perbuatan pidana
sampai dengan pelaksanaan putusan.

Hukum acara pidana mengatur alat-alat negara yang ditugaskan
untuk menyelidiki kebenaran persangkaan itu dan yang melakukan tindakan
penyelidikan (pengusutan) terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana
dan mengambil tindakan atau langkah-langkah yang perly, seperti
menangkap si pelaku (tersangka) kalau perlu menahannya, kemudian
mengumpulkan barang-barang bukti, yang diperoleh selama dalam
penyelidikan dan penyelidikan itu selanjutnya bila terdapat cukup bukti yang
kuat menghadapkan tersangka dalam sidang Pengadilan Negeri sebagat
terdakwa, bahwa ia didakwa telah melakukan perbuatan pidana tertentu,

misalnya pencurian, perzinaan dan lain-lain (R. Soehadi, SH 173-174)
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Dalgm upaya mewujudkan hal-hal diatas maka dibutuhkan suatu
lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman
guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Menurut pasal 24
Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

Selanjutnya, dalam Bab I pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan, bahwa
penyidik adalah polisi pejabat negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan. Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hakim
adalah  pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk mengadili, sedangkan mengadili itu sendiri adalah serangkaian
tindakan hakim untuk menerima, memaksa dan menuntut perkara pidana
berdasarkan azas jujur dan tidak memihak memurut cara yang diatur oleh
undang-undang (KUHAP, 1982 : 5-6).

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memrintahkan seluruh orang yang
beriman agar menegakkan hukum, mengingat seluruh orang mukmin tidak

mungkin berkumpul untuk melakukan, maka mereka diharuskan mendirikan
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pemerintahan sebagai pengganti dalam pengaturan masalah hukum.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' 58 dan 59 -

Wdal 3! il g 55 0 pemp el B0
o UGN SO AL fesaa il
b, b o OF 400 ) & %5&94\:20 )
Sals Do Silpalely At lomlah Vonal 3220 ey
Bytts A\ ) 093 553 590 5B eyl
unly pd € N0 Fhlagdls Al Do 550
- sl

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang  berhak menerimanya, (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan Ulil Amri diantara diantara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan (bagimu) lebih baik akibatnya”
(Depag RI, 1985 : 128).

Adanya suatu pemerintahan negara berfungsi mengatur kehidupan
rakyatnya maka rakyat harus mematuhi segala bentuk aturan yang diberikan

oleh negara. Allah Swt. juga telah menyebutkan bagi kita contoh yang baik
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dalam peradilan. Firman-Nya dalam surat Shaad 26

N ﬁ\'ﬂ L ¥y dede AP RV
S8 € Nniad oo\ iy B |
B i

I SV PR ORI VAS B

"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara)
diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan
mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari
perhitungan " (Depag RI, 1985 : 736).

Apabila seruan ini ditujukan kepada Dawud as., maka sebenarnya
seruan ini ditujukan pada Ulil Amri (penguasa) karena Allah tidak
menyebutkan hal itu kecuali untuk menjelaskan kepada kita contoh yang
terbaik dalam menghukumi dan karena Dawud adalah seorang Nabi yang
ma'shum (terpelihara dari kesalahan) (Sayyid Sabiq, Jilid 14, 1988 : 25-26).

Rasulullah Saw. juga bersabda :

glooiil A, NG Moae aDigm g e
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¢ - . - [ e . .e

R CALIISTE WS A WS LB W PO, (R )
"Dari Abu Hurairah ra. ia berkata : Bersabda Rasulullah Saw.
Sesungguhnya kamu bersungguh-sungguh terhadap kekuasaan,
padahal kekuasaan itu akan membawa sesalan kelak di hari kiamat,
sebaik-baik kekuasaan (kedudukan itu) adalah pemberi susu dan
sejelek-jelek kekuasaan itu adalah pemutus rahmat (diberhentikan)

(Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari)” (Terjemah Bulughul
Maram, Bagian XIV : 714).

Memegang pemerintahan itu kalau tanpa keadilan sangat mudah
sekali untuk mencari kesenangan sendiri, tapi di akhirat akan menjadi sebab

kehausan dalam menderita azab (Muh. Syarief Sukandy, 1980 : 511).

2. Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX pasal 24 dinyatakan
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain
Badan Kehakiman menurut undang-undang, susunan dan kekuasaan
badan-badan kehakiman itu diatur oleh undang-undang. Dan pasal 25 juga
dinyatakan syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim
ditetapkan dengan undang-undang. Dengan penjelasannya bahwé kekuasaan
kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam

undang-undang tentang kedudukan para hakim.
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Meskipun pasal 24 dan 25 UUD 1945 beserta penjelasannya itu
bukanlah suatu rumusan tentang arti kekuasaan kehakiman, tapi di dalamnya
telah menyatakan unsur-unsur dari pada kekuasaan kehakiman sekaligus
meletakkan suatu azas yang penting bagi kekuasaan tersebut yakni
suatu kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah
(K. Wantjik Saleh, SH, 1977 14-15).

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan dicabutnya
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, yang memberikan wewenang pada
Presiden untuk dalam beberapa hal dapat turun atau campur tangan dalam
soal pengadilan, maka perlulah tercantumnya dasar bagi penyelenggaraan
pengadilan dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai hubungan peradilan
dan pencarian keadilan, yang sejiwa dengan Undang-undang Dasar 1945.
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan
peradilan  dengan ketentuan bahwa Undang-undang tentang
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini akan merupakan induk
dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta azas-azas peradilan serta
pedoman bagi lingkungan badan-badan peradilan.

Untuk menjamin  terlaksananya  ketentuan pokok dalam
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang memberi perlindungan
hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan jiwa UUD

1945, maka perlu adanya penegak hukum dan keadilan suatu badan
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memihak.

Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik
buruknya tergantung kepada manusia pelaksananya. In casu para hakim,
maka untuk itu perlulah dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim yaitu
_ jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik
dari dalam maupun dari luar.

Telah ditegaskan bahwa peradilan adalah peradilan negara,
dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan
diadakannya lagi peradilan-peradilan swapraja atau peradilan adat yang
dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Ketentuan ini sekali-kali tidak
dimaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis, tapi hanya akan
mengalihkan  perkembangan dan  penerapan hukum itu pada
peradilan-peradilan negara.

Dengan ketentuan bahwa hakim mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dirt dengan masyérakat, telah
sepenuhnya terjamin bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak

tertulis itu akan berjalan secara wajar (UU Nomor 14 Tahun 1970 : 26-35).
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3. Ruang Lingkup Peradilan Umum

Di negara RI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan ketertiban
penyelengearaan sistem hukum meripakan hal pokok untuk menjamin
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu, untuk mewujudkannya dibutuhkan lembaga yang
bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik yaitu badan-badan
peradilan yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadilt
perkara atau sengketa di bidang tertentu.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai
dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970.

Kekuasaan kehakiman berbadan peradilan dengan pelaksananya
yaitu hakim. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala
Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua
Mahkamah Agung (pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986).

Untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewibawaan hakim serta
pengadilan, maka perlu dijaga mutu (keahlian) para hakim, dengan

diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim dan diperlukan
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pembinaan §ebaik—baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam
memerksa dan memutus perkara.

Adapun syarat-syarat diangkat menjadi hakim Pengadilan Negeri
diterangkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
peradilan umum sebagai berikut -

(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan negeri, seorang calon
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. warga negara Indonesia
b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945
d. bukan bekas anggota terlarang Partai Komunis Indonesia yang
terlibat langsung atau tidak langsung dalam G 30 S/PKI atau
organisasi terlarang lainnya
e. pegawai negeri
[ sarjana hukum
g. berumur serendah-rendahnya 25 tahun
h. berwibawa, jujur. adil dan berkelakuan tidak tercela
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri‘ diperfukan
pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim
pengadilan negeri.
Dan syarat hakim pada Pengadilan Tinggi juga sama dengan hakim

Pengadilan negeri, kecuali berumur serendah-rendahnya 40 tahun dan
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berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua

Pengadilan Negeri (pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986).

C. Penyelesaian Tindak Pidana di Hadapan Aparat Desa

1. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Adat

Pada dasarnya hukum pidana adat atau adat delik itu merupakan
suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup
dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan
keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali
ketentraman dan keseimbangan itu, maka tegjadi reaksi-reakst adat
(Soerojo Wignjoedipoero, SH, 1992 : 228).

Sejak mulai berlakunya KUHP (Strafwetboek) maka Pengadilan
Negeri (Landraad dahulu) tidak bisa mengadili-delik adat, yang tidak juga
merupakan delik menurut Kitab Undang-undang tersebut. Dalam mengadilt
perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar feiten) menurut kitab itu
dan merupakan delik adat, pengadilan negeri tidak berwenang
memerintahkan upaya-upaya adat, kecuali sebagai syarat isﬁmewé pada
hukuman bersyarat (voorwaardelijke veroordeling). Dalam pada itu hakim
perdamaian desa (dorpsrechter) yang oleh Pemerintah Hindia Belanda
dahulu, dengan Ordonansi tanggal 9 Maret 1935, Staatsblad 1935 Nomor

102 dan yang tetap dipertahankan oleh pemerintah RI dengan
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Undang-un@ang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah berwenang
memeriksa segala perkara yang ‘menurut hukum adat masuk kompetensi
hakim itu (pasal 3 ayat 1 Rechtelijke Organisatie). Jadi hakim perdamaian
desa di berbagai daerah kepaulauan Indonesia biasa memeriksa delik-delik
adat yang tidak juga bersifat delik menurut KUHP, yang tidak dianut oleh
pegawai-pegawai pemerintah oleh karena bukan strafbaar feit menurut
Straf Wetboek. Misalnya pelanggaran peraturan exogamie, menyebabkan
bunting pada orang perempuan yang telah dewasa dan belum kawin.
Pelanggaran peraturan-peraturan tabu dan lain-lain adalah delik-delik adat
yang bersifat berat, sedang perbatan itu tidak diancam dengan pidana oleh
KUHP. Delik-delik adat demikian biasa diperiksa oleh hakim perdamaian
desa.

Ada beberapa perbuatan yang merupakan delik, baik menurut KUHP,
maupun menurut hukum adat, misalnya pembunuhan, melukat orang, dan
delik-delik terhadap harta benda. Terhadap delik-delik itu rakyat di desa
lambat laun telah menerima dan bahkan menganggap sebagai sewajarnya
bahwa yang bersalah dihukum oleh Pengadilan Negeri dengan pidana yang
ditentukan oleh KUHP. Hanya terdapat perbuatan-perbuatan yang melanggar
norma kesusilaan, hukuman menurut KUHP itu masih dianggap tidak
mencukupi rasa keadilan rakyat. Oleh karena itu dianggap masih perlu

diambil tindakan adat, yang dilakukan oleh hakim perdamaian desa seperti
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minta maaf secara adat, memberi selamatan (pembersih dusun), membayar
ganti kerugian, dan lain-lain.

Di daerah-daerah kepulauan Indonesia, yang masih terdapat
Pengadilan Adat (Inheemsche Rechtspraak), yang menurut pasal { ayat 2
sub b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, di seluruh Indonesia
berangsur-angsur akan dihapuskan maka hukum adat delik secara formal
masih berlaku (pasal 28 ayat 1 Ordonnantie Inheemsche Rechtspraak,
Staatsblad 1932 Nomor 80). Menurut pasal 27 ayat 1 Ordonnantie tersebut,
hakim pengadilan berwenang disamping upaya-upaya adat atau sebagai
pengganti upaya-upaya adat, menjatuhkan hukuman pidana yang disebut
dalam pasal 10 a KUHP.

Pasal 26 ayat 3 Ordonnansi tersebut berbunyi, bahwa siapapun tidak
boleh dihukum (dipidana) terhadap perbuatan yang waktu itu dilakukannya,
tidak diancam dengan pidana (strafbaar) oleh hukum adat atau peraturan
Undang-undang. Tetapi hukum adat tidak mengenal sistim prae existent
(tidak mengenal sistim pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih
dahulu). Oleh karena itu pasal 26 ayat 3 Ordonnansi dimaksud di atas,
sekedar ayat itu mengenai hukum adat, harus diartikan bahwa Hakim
Pengadilan Adat tidak boleh menghukum suatu perbuatan, yang pada saat
itu dilakukan, tidak ada anggapan rakyat (perasaan keadilan rakyat), bahwa
perbuatan tersebut menentang hukum (Prof Dr. R. Soepomo, SH, 1989 -

128-131).
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2. Penghapusan Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat
Ketika kita mencapai kemerdekaan tahun 1945, keadaan peradilan di
negara kita merupakan lanjutan dari keadaan zaman Jepang dan Hindia

Belanda. Selain dari vang telah dihapuskan oleh pemerintah Jepang beberapa

jenis badan-badan peradilan yang dulunya diadakan dan diakui oleh

pemerintah Hindia Belanda masih tetap ada.
Badan-badan peradilan pada masa itu, sebagai mana halnya dengan
zaman sebelumnya, masih dapat digolongkan ke dalam lingkungan :

a. Peradilan Pemerintah (Gouvernements Rechtspraak) yang susunan dan
kekuasaannya diatur dalam Reglement op de Rechtelijke Organisatie
(R.O) dan Rechisreglement Buintengwesten (R.Bg.)

b. Peradialn Adat (Inheemsche Rechtspraak), yang berdasarkan Zelfbestuurs
Reglement 1938 ( Stbld. 1938 Nomor 529)

c. Peradilan Agama (Godsdientige Rechtspraak), yang berdasarkan pasal 134
ayat2 LS.

d. Peradilan Desa (Dorpsjustitie), yang berdasarkan pasal 3 a R.O.
( K. Wantjik Saleh, SH, 1977 : 46-47).

Usaha untuk meghapuskan badan-badan peradilan yang sudah tidak
sesuai lagi dengan alam kemerdekaan telah dimulai oleh Pemerintah RI

Yogyakarta pada tahun 1947, dengan mengeluarkan Undang-undang nomor

23 Tahun 1947 tentang penghapusan pengadilan raja di Jawa dan Sumatera.
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Berhubung keadaan waktu itu tidak mengizinkan, maka
penghapusan badan-badan peradilan yang lain belum sempat dilakukan.
Kemudian setelah adanya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
yang mengatakan bahwa secara berangsur-angsur akan menghapus semua
Pengadilan Swapraja dan Adat, yang penghapusannya diserahkan kepada
Menteri Kehakiman.

Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951,
dilakukanlah penghapusan dimaksud oleh Menteri Kehakiman dengan
berbagai Keputusan / Penetapan Menteri sejak tahun 1952.

Termasuk didalamnya, yaitu Penetapan Menteri Kehakiman Tanggal
19 Mei 1954 Nomor J. B. 4/2/20, yang menghapus Pengadilan Swapraja
diseluruh daerah-daerah Sumbawa, Timor dan Flores yang meliputi 49
Pengadilan Swapraja, yaitu pengadilan di Raba, Waingapu, Kupang dan
Ende yang telah lebih dahulu diadakan (K. Wantjik Saleh, SH, 1977 :

50-51).

3. Pemerintahan Desa
Istilah desa dipakai dalam bagian ini, tidaklah untuk menunjukan
bahwa terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat bahwa pengertian desa
di Jawa dan Madura adalah sama dengan diluar Jawa dan Madura. Istilah

desa itu dipakai, karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah, istilah
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desa telah menjadi istilah umum. Seperti UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, dan UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 memberikan definisi tentang
desa yaitu suatu wilayah yang ditempat oleh sejumlah penduduk sebagat
kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan
berhak menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri dalam ikatan negara
kesatuan.

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan tahun 1945, sampai pada
tahun-tahun 1957 hukum formil tidak ada keinginan untuk membentuk
daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri lebih dart dua
tingkat. Barulah kemudian dikeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1957 ada
keinginan untuk membentuk daerah otonomi tingkat [IL Tapi tidak
dijelaskan daerah otonomi tingkat III itu, apakah merupakan pembentukan
baru, ataukah desa, marga, nagari, dan sebagainya itu yang akan dijadikan
sebagai daerah otonomi tingkat TI1.

Di akhir masa demokrasi terpimpin tahun 1965, pernah dikeluarkan
UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Tapi beﬁerapa bulan
kemudian,  MPRS Orde Baru mengeluarkan Ketetapan Nomor
XXI/MPRS/1966, yang menginginkan agar UU Nomor 19 Tahun
1965 tersebut ditinjau kembali dan disesuaikan dengan UUD 1945

(Muh. Kusnardi, SH dan Harmaily Ibrahim, SH, 1988 : 284;288).
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Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah
Desa, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang
terdiri dart Sekretaris Desa serta Kepala-kepala Dusun ( pasal 3 UU

Nomor 5 Tahun 1979 ).

Adapun syarat-syarat untuk dipilih menjadi Kepala Desa adalah

penduduk desa Warga Negara Indonesia yang -

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD [945

c. berkelakuan haik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa

d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu
kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G. 30. S’PKI dan atau
kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya

e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan pasti

f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan
keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena
tindakan pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun

g. terdafiar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang
bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan
tidak terputus-putus, kecuali putra desa yang berada di luar desa yang
bersangkutan

h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya 60)

tahun

sehat jasmani dan rohani

j. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang
berpengetahuar/berpengalaman yang sederajat dengan itu (pasal 4
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979). '

. T~

Perwujudan Demokrast Pancasila dalam pemerintahan desa terlihat
dari adanya Lemaga Musyawarah Desa yang merupakan wadah dan penyalur
pendapat masyarakat desa. Lembaga Musyawarah Desa tersebut adalah

merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan dari pemuka-pemuka



41

masyarakat_ yang ada di desa dalam mengambil bagian terhadap
pembangunan desa yang keputusan-keputusannya ditetapkan berdasarkan
musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh
kenyataan vang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan
(pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1979).

Kepala Desa/Kelurahan menjalankan hak, wewenang dan kewajiban
pimpinan pemerintahan desa/daerah yaitu menyelenggarakan
rumah-tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung
jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan
pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuat
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan
serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama
pelaksanaan pemerintahan desa (pasal 10 dan 24 UU Nomor 5 Tahun 1979).

Dalam menetapkan keputusan desa Kepala Desa harus mengadakan
permusyawaratan/permufakatan  dengan Lembaga Musyawarah Desa.
Keputusan Desa dan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (pasal 18 dan 19 UU Nomor 5 Tahun 1979).

Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dilarang melakukan
kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang

merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat
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desa/kelurahan. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan
penyimpangan-penyimpangan yang merugikan kepentingan umum, khusunya
kepentingan desa/kelurahan itu sendiri ( pasal 13 dan 28 UU Nomor 5 Tahun

1979).



